Bulan :

11213 Ta]5 6 [7 [8 ]9 [10 [11 {i2)] 12]0]2]2]
SUBBAGIAN HUMAS
Tanggal :
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 13 |14 |15 |16 Media Online
17 |18 |19 PO |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 Media Cetak | Pos Kota

Marullah Dicopot, M taufik Minta Pj Gubernur Jangan
Gegabah

JAKARTA (Poskota) -
Langkah Penjabat se-
mentara (Pj) Gubernur
DKI, Heru Budi Harto-
no, mencopot Sekre-
taris Daerah Provinsi
(Sekdaprov) Marullah
Matali dinilai Anggota
DPRD DKI, Mohamad
Taufik sebagai tinda-
kan gegabah. Bahkan,
diduga melanggar Un-
dang-Undang (UU) No-
mor 5 Tahun 2014 ten-
tang Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN).

"Ini negara punya
aturan hukum. Semua
kebijakan harus ber-
dasarkan  peraturan
dan hukum yang ber-
laku," kata Taufik dalam
keterangan tertulisnya,

dikutip Rabu (7/12).

Anggota DPRD DKI
itu menjelaskan, dalam
UU ASN khususnya
pada Pasal 116 Ayat (1)
ditegaskan, bahwa pe-
jabat pembina kepega-
waian dilarang meng-
ganti pejabat pimpinan
tinggi selama dua tahun
terhitung sejak pelanti-
kan pejabat pimpinan
tinggi, kecuali pejabat
pimpinan tinggi terse-
but melanggar keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan dan
tidak lagi memenuhi
syarat jabatan yang di-
tentukan.

"Sekarang Marul-
lah melanggar aturan
hukum tidak? Kan, ti-

dak. Jangan seena-
knya saja," beber dia.

Lalu, menurut dia,
dalam Ayat (2) juga dite-
gaskan bahwa peng-
gantian pejabat pimp-
inan tinggi utama dan
madya sebelum dua
tahun dapat dilakukan
setelah mendapat per-
setujuan presiden.

Permasalahan baru
akan datang. Dia Taufik
mengingatkan Pj Gu-
bernur DKI, jika Pre-
siden digugat di PTUN
hanya karena mengel-
uarkan Keppres tanpa
melalui kajian matang
kasihan Presiden Joko
Widodo.

"Pj Gubernur DKI
yang terhormat ikuti

UU ASN dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor
91 Tahun 2019 tentang
Penunjukan Penjabat
sekretaris daerah (sek-
da),” tegasnya. "Jangan
dibiasakan menerjang
aturan," lanjutnya.

Taufik menerang-
kan, dalam Permendag-
ri Nomor 91 Tahun 2019
Pasal 2 menyatakan,
Penunjukan penjabat
sekretaris daerah dilaku-
kan dalam hal: Huruf a.
jangka waktu 3 (tiga) bu-
lan terjadinya kekoson-
gan sekretaris daerah
terlampaui; dan Hur-
uf b. sekretaris daerah
definitif belum ditetap-
kan. (Aldi/lfn)



